 WALIKOTA SINGKAWANG
'PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
~ TENTANG __

. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
© BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI,

DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
'MENARA TELEKOMUNIKASI

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, | |
3 Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah
- | Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 tanggal 26
Mei 2015 yang menganulir penjelasan Pasal 124 .
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dgerah dan Retribusi Daerah, maka
perhitungan tarif " Retribusi ~ Pengendalian
Menara .Tel-ekomunika;si me-ngacu padéL
pengawasan dan. pengendalian yang diberikan - -
oleh pihak Pemerintah Daerah; '

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
| tentang Penyelenggaraah- Menara Bersama

| Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan
‘Bangunan Menara - Telekomunikasi dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
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Mengingat

sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan

perundang-undangan - sehingga - perlu untuk

dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangah. sebagai-

‘mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu menefapkan Peraturan Daerah tentang

‘Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara
Bersama Telekomunikasi, Retribusi  Izin

Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

‘dan _Retribu'si. . Pengendalian = Menara

Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undahg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; o
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881); "

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NOmor 4119);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 fentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran .Negara.l Rep.ublik

Indonesia Nomor 5049);

'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lenibaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

JDIH Kota 'Singkawang


http://jdihn.bphn.go.id/detail/1/UNDANG-UNDANG-DASAR-1945/uud_1945.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2079/TELEKOMUNIKASI/uu_no_36_th_1999.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2142/PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH/09uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf

'Indones1a Nomor 5587) sebaga1—mana telah -.
_dlubah beberapa kah terakhlr dengan Undang-' _

-' -Undang Normior 9 ‘Tahun - 2015 tentang' :: o
o _Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor L
. 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah

'."_:_.'(Lembaran Negara Republik Indonesw. Tahun _

_ '.2015 Nomor 58, Tambahan . Lembaran Negara_ o o
| '__'Republlk Indonesua. Nomor 56‘79), o

| 6. --Peraturan Pemerlntah Nomor 52 Tahun 2000

'_-'_.te.nt_ang ' Penyelenggaraan Telekomun1kas1-_..'-
_'(Lembaran Negara: Repubhk Indonésia Tahu’h |

* 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
' Repubhk Indones1a Nomor 3980), . |

7. Peraturan Menterl Pekerjaan Umurn Nomor_' o

- 24/ PRT/ M/2007 tentang Pedoman Tekms Izm_
_ Mendmkan Bangunan Gedung, ' '

8. l--Peraturan Bersama Menten Dalam Negen,r'.

' Menteri Pekexjaan Umum Mcnterl Komumkam?
o _Idan Informatlka dan Kepala Badan Koordmam -
' ._'Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 -

- Nomor 07/PRT/M/2009 ~ Nomor =
: _19/PER/M Kom1nfo/03/2009 ~ Nomor
3/ P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan

: Penggunaan Bersama Menara Telekomumkasa, o

Dengan Persetu_]uan Bersama .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWAN G

o M_en,etapkanj "

. dan
"WALIKOTA_SINGKAWANG |
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

-'PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 |
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA

. TELE- KOMUNIKASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN'-..__..'

- JDIH Kota Singkawang :


http://jdihn.bphn.go.id/detail/8181/PENYELENGGARAAN-TELEKOMUNIKASI/00pp052.doc
http://jdih.pu.go.id/peraturan-view.html?id=1440
http://jdih.pu.go.id/peraturan-view.html?id=895

BANGUNAN -.MENARA TELEKOMUNIKASI DAN-

_RETRIBUSI | PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASL. |

| .Pasal.I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi
- Izin Mendirikan Barigunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2011 N'omo_r 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
. Singkawang Nomor 24), diubah sebagai berikut:

| 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut: | | |

Pasal 5
(1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi
wajib memperhétikan Rencana Induk Menara Bersama
Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap. | |
(2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi
| sebagailriana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan
dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat
terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa
depan, terintegrasi dan memberikar_l manfaat yang sebesar-
besarnya bagi semua pihak dalam rangka:
a. menjaga estetika kawasan daerah tefap indah, bersih,
dén lestari serta tetap terpelihara;
b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan
ekonomi serta kegiatan kepemerintahan; |

c. - menghindari pembangunan menara telekomunikasi

yang tidak terkendali;
d. menentukan Ilokasi menara telekomunikasi yang
tertata;

e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara

telekomunikasi;
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@

ot

o
-

.

menghindari pelanggaran peruntukan-lahan;'
kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;

menjaga estetika dan keindahat; wilayah;
meminimalisir gejolak sosial;

meningkatkan citra wilayah;

keselarasén dengan RTRW;

memudahkan pengawasan dan pengendalian; |
mengantiéipasi menara t_elekomunikasi ilegal sehingga
menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi
(berijin); |

memenuhi kebutuhan lalu lintés telekomunikasi secara
optimal; o
menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot

area);

‘acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh

penyelenggara telekomunikasi serta dapat di'gunakan
untuk layanan nir kabel, Local Area Network (LAN), dan
lain-lain; 7

mendorong efisiansi dan efektiﬁtas biaya
telekomunikasi dan biaya investési akibat adanya kexjé
sama a.ntarbperator; B | | R
mendorong persaingan yang lebih sehat antar“ operator;
menc1ptakan alternatif bag1 memngkatnya poten31
pendapatan daerah.

Menara Bersama Telekomunikasi yang akan dibangun dapat

menampung minimal 3 (tlga) penyelenggara telekomun:ka31

beserta 31stern yang dlpergunakan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Menara

Bersama Telekomumkasn sebagmmana dimaksud pada ayat

~ (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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. .'_Ketentuan Pasal 7. ayat (2} d1ubah sehlngga Pasal 7 berbunyl-_ :
.-"sebagmbenkut S ) B
= | | R “_'Pasal"? ' _
: (1) .Pembangﬁnan' menara d1laksanakan dengan mem-'- 8
-perha’akan ketersedlan lahan keamanan dan kenyamanan g
' '-warga, serta kesmambungan dan pertumbuhan 1ndustr1 '
2) Untuk eﬁs1ens1 “dan’ efektifitas penataan ruang, khusus'-
untuk menara telekomumkam harus dlarahkan untuk _
penggunaan menara secara bersama dan tahap awa}

rencana pembangunan

. __ Dlantara Pasal 24 dan Pasal 25 dlSls1pkan 1 (satu) Pasal ya_itu

o 'Pasal 24A, sehmgga Pasal 24A berbunyl sebagal benkut

Pasal 24A

L -'(1') Penyelengga.ra telekomumkam sebaga1mana dunaksud' o

. . dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat menempatkan

- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketmgglanl;_f-_'_

sampa1 dengan 6 (enarn) meter - darl permukaan atap

"'bangunan gedung  sepanjang - tidak’ melampaul-'
- ketmgglan mak31mum selubung bangunan gedung yang .
: - duzmkan, dan konstruk31 bangunan gedung ma_mpu-
| .mendukung beban antena, dan/atau -

o b.. antena yang melekat pada bangunan lalnnya sepert1f |

| papan reklame, tlang larnpu penerangan Jalan dan_'

o sebagamya, sepan_}ang konstruk31 bangunannya mampu:__ o

_ _ :--mendukung beban antena o
| '(2)._ Lokasi - dan penempatan antena. sebagalmana dlmaksud :
: pada ayat (1) Wajlb memenum ketentuan rencana tata ruang'_

| .wllayah dan keselamatan bangunan, serta___.m_e;menuhl ':

estetlka
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Ketentuan Pasal 38 ayat {2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut: )

Pasal 38
(1) Dengan nama Retribusi IMB Mér_lara Telekoﬁlunikasi,
dipungut Retribusi atas pelaYanan pemberian IMB Menar.ﬁ |
Telekoniunikasi oleh Pemerintah Daerah. |
(2) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Tele-.
komunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara |

telekomunikasi.

Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 39 _

(1) Obyek retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah

: pemberian izin untuk mendirikan menara telekomunikasi,
kecuali menara telekomunikasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daéré.h. |

(2) Pemberian izin sebagaimaha dimaksud pada ayat (11.)
meliputi keg'iatan peninjauan desaian dan permantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang_, dengan
memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien
Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan
(KKB), dan pengawasan penggunaan bémgunan yang
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Obyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan, dan kepentingan umum.
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' Ketentuan Pasal 46 d1ubah sehmgga Pasal 46 berbuny1 sebaga.l |

) berlkut

(1 -
' d1h1tung dengan formula sebagal benkut
RPMT TP X TR
-Keterangan . . : . o
- . _RPMT Retnbus1 Pengendal1an Menara Telekomun1kas1 o

Pasal 46

Besamya Retnbus1 Pengendahan Menara Telekomumkam

' _-'TP ngkat Penggunaan Jasa

@

TR = Tanf Retrlbum

ngkat penggunaan Jasa sebagalmana dlmaksud pada ayat

A 1) dldasarkan pada blaya operasxonal pengendahan da_n-

- pengawasan, dengan komponen blaya sebaga1 benkut

a; 'honoranum petugas pengawas, :
b transportas1

C. uang makan, dan _

d

alat tuhs kantor

. Ketentuan Pasal 50 dlubah sehlngga Pasal 50 berbunyl sebaga1 :

| _. _berlkut

(1) E

_ _ Pasal 50 Co
Besaran tanf retnbus1 dltetapkan sebesar Rp 1 400 000 -

I dlkahkan Jumlah mdeks koeﬁ31en

@

sebaga.trnana dlmaksud pada ayat (l) tercantum dalam

_Penetapan besaran tanf dan nilai 1ndeks koeﬁsnen__

: .Lamplran I dan Lamplran IT yang merupakan baglan tldak' |

N terplsahkan dan Peraturan Daerah 1111

@

Pembayaran tarlf re’mbum sebagmmana dlmaksud pada ayat .

T ) dllakukan setlap tahun.
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_ Pasal II -
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 13 Maret 2018
WALIKOTA SINGKAWANG,

o ttd

g TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang .
pada tanggal 21 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd
BUJANG SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWAN G TAHUN 2018 NOMOR 1

' NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
-~ KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004
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o NOMOR 1 TAHUN 2018

LAMPIRAN T - : _
: :PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

N __TENTANG | | | |
S PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010

.TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

_ RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
. DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI '

R 'PENETAPAN BESA_RAN TARIF

JUMLAH /

[DESKRIPSI - " _B(IQ;A ' SATUAN | BANYAK | VOLUME | TAHUN  KETERANGAN

Honoranum Petugas 200.000 | Orang/hari- | 3 Orang 1 600.000 | 1 bulan = 22 hari kerja.

- | Pengawas o R e |1 Tim terdiri dari 3 orang

| Transportasi 100.000 | Orang/hari | 3 Orang 1 300.000 | o :
Uang Makan . ' 100.000 | Orang/hari | 3 orang 1 '300.000 |-
Alat Tulis Kantor dan Cetak. . 200.000 Kegiatan 1 Keg 1 - 200.000 |

| -Total blaya pengeluaran per o 1 400':000-

o tm per bulan : - B
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Tiﬁgkat Penggunaan Jasa _
Jumlah Menara/Q | S 103 ' 'menara

kapasitas pengawasan oy 3 perhari

* jumlah hari pengawasan . : 35 hari
Waktu yang dibutukan pengawasan X 2 “bulan
Frekuensi pengawasan pertahun . : : 6 - kali -

' WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd .
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

N 'YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

* NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
' TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI |

' NILAI INDEKS KOEFISIEN

> 3 Operator

, _ : : INDEKS
- - FAKTOR -y INTERVAL DAN SKORING {Bobot x
NOT. PENDEKATAN BOBOT - PARAMETER Skor
L . Parameter)
1 2 3 4 5
1 | Zonasi/kawasan| 25% Industri/Perdagangan/ = 1 0,25
sejenisnya ‘
Permukiman sub = 2 0,50
urban
Permukiman urban~ = 3 0,75
“Tertentu = 4 1,00
(Bandara, Militer, ' '
Cagar Budaya,
Pariwisata, Hutan
Lindung, sejenisnya)
-2 | Tinggi menara 25% T1ngg1 menara < 30 =1 0,25
: ' meter _ ' _
Tinggi menara 31-50 = 2 0,50
meter
Tinggi menara 51-70 = 3 0,75
meter
Tinggi menara > 71 = 4 1,00
meter
3 | Kriteria menara o
a. Jenis menara 10% Pole < 6 meter / =1 0,1
: : - Microcell Pole (MCPI)/
Kamuflase
Konvensional / Pole> = 3 0,3
6 meter : ’
b. Pengguna 15% 1 Operator = 4 0,60
menara - L -
2 Operator = 3 0,45
3 Operator = 2 0,30
= 1 0,15
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Pengawasan - | 25% |- Ringl =1 - 0,25
| dan . : ©{- Ring2- = 2 0,5
Pengendallan - Ring 3 =3 0,75
| (Jarak tempuh/ |- Ring4 =4 1,00
E Karaktenstlk o - -
| 100% | -

Keterangan _]arak tempuh

1.

- Ring 1 meliputi wﬂayah Kecamatan Slngkawang Barat dan Kecamatan '_
o Smgkawang Tengah - _ _
'Ring 2 rnehputl Wllayah Kecamatan Smgkawang Utara -

- ng 3 mehputl Wllayah Kecamatan Slngkawang Timur

ng 4 mellput1 w11ayah Kecamatan Slngkawang Selata.n

 WALIKOTA SINGKAWANG,
| td
 TJHAI CHUI MIE

Sélinan-se'_suai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR S H

: NIP 19681016 199803 1 004 .
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PENJELASAN
| ~ ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
~ NOMOR 1 TAHUN 2018
| . TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA -
TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI,
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN |
MENARA TELEKOMUNIKASI

UMUM | :

Ditetapkannya Putusan Makamah Konstitusi Nomor : 46
/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang -
B Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah khususnya Pasal 124, tidak berkekuatan
- hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf d dan Pasal
28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan
tarif Retribusi Pengéndalian Menara Telekomunikasi harus
berdasarkan Pasal 151, 152 dan 161 Undang — Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
mengacu pada pengaWasan dan pengendalian yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah. _

Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
ditegaskan bahwa objek reiribusi pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan, dan kepentingan umum. Ketentuan Pasai 124
Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi karena yang dinyatakan tidak mempunyai
- kekuatan hukum mengikét hanya Penjelasannya. Mengingét

pengenaan'retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi pada
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prinsipnya dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara
 telekomunikasi tersebut yang menyangkut aspek tata ruangnya,
aspek keamanannya dan aépek kepentingan urhumnya. Dalam
_ ket_ehtuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28
.- Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga
telah menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul P.emerintah' Daerah dapat
J ditaksir. berdasarkan rumus {formula) yang sepenuhnya .dibuat
~ oleh Pemda yang dit_etabkan dengan Peraturan Daerah.
, .Sedangkan tarif retribusinya ditetapkan nilai rupiah atau
~ persentase tertentu yang sesual dengan prinsip dan _Sasaran
~ dalam penetapan tarifnyé, artinya tarif retribusi yang ditetapkan
dengan memperhatikah kemampuan nﬁasyarakat, aspek keadilan
~ dan efektifitas biaya penyedian jésa pengendalian Menara Telkom
dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
} dimaksud menegaskan sekaligus mengamanatkan sepenuhnya
kepada Pemerintah = Daerah untuk mengatur dan/atau
- menetapkan lebih lanjut tata cara perhitungan . retribusi
termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan
Peraturan Daerah, hal ini pun sesuai dan sejalan dengan
ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I ,
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.

' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 60
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